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ABSTRAK 

 

MEKANISME PELAPORAN  SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN 

BADAN OLEH PT ACDC 

 

Oleh  

HERLIDIA BR SIREGAR R 

 

Penelitian ini dilakukan di PT ACDC yang berada di Bandar Lampung. Tujuan dari 

penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaporan SPT tahunan pajak 

penghasilan badan oleh PT ACDC. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Pajak penghasilan merupakan pajak 

yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan. Pajak penghasilan 

badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan atau perusahaan atas 

penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan badan 

dilaporkan menggunakan mekanisme perpajakan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kondisi perpajakan PT ACDC sudah sesuai dengan peraturan 

Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Perhitungan pajak penghasilan badan menggunakan Undang-Undang 31E ayat 1 karena 

mendapat fasilitas. Mekanisme pelaporan telah sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang diatur oleh DJP. 

 

Kata kunci: Pajak Penghasilan, PPh Badan, Pelaporan. 
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MOTTO 

 

“Find your happiness with your own way” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

wajib pajak membayarnya menurut peraturan-pertauran dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan (Rahayu, 2010). 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Salah satu dari banyaknya subjek pajak di Indonesia adalah perusahaan. 

Perusahan atau badan usaha merupakan penyokong ekonomi negara yang 

mempunyai kontribusi sangat besar terhadap pajak dalam membangun ekonomi 

sebuah negara. Seiring  berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik di tingkat 

nasional maupun  internasional, tentulah menambah  penghasilan yang diterima 

oleh Wajib Pajak Badan. Ketika penghasilan Wajib Pajak Badan mengalami 

peningkatan, maka kontribusi yang diberikan oleh perusahaan kepada negara 

khususnya di bidang perpajakan juga akan meningkat (Mufliha, 2022). 

Dengan begitu tentulah negara tidak akan melepaskan kesempatan untuk 

mendapatkan pendapatan yang lebih besar untuk kas negara. Untuk itu 

pemerintah membuat ketentuan perpajakan salah satunya terhadap perusahaan 

supaya pajak yang dihasilkan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya. 

Peraturan tersebut dibuat secara jelas guna memberikan petunjuk untuk Wajib 

Pajak Badan agar dapat menghitung jumlah pajak terutang yang akan 
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dikontribusikan kepada negara. Dalam hal ini perusahaan dapat menghitung 

besar pajak terutangnya menggunakan perhitungan salah satu jenis pajak yaitu 

Pajak Penghasilan. 

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau 

perseorangan dan badan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

selama satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (1) yang menjadi subjek 

pajak penghasilan salah satunya adalah badan. Pajak penghasilan badan adalah 

pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan atau perusahaan atas 

penghasilan yang diterima badan atau perusahaan selama satu tahun pajak 

(Vernanda, 2011). 

Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Badan dilakukan secara online 

menggunakan website yang telah disediakan oleh DJP. Pada website yang telah 

disediakan, Wajib Pajak dapat langsung melaporkan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan Badan nya secara online dengan e-Form dan e-Form yang nantinya 

akan direkam oleh sistem DJP (Klikpajak, 2024). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan 

guna memenuhi penyelesaian Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pelaporan  

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan oleh PT ACDC” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah pada penulisan ini yaitu: 

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Badan tahun 2022 pada PT 

ACDC? 

2. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Badan? 
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1.3 Tujuan 

1. Mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan PPh Badan tahun 2022 

pada PT ACDC 

2. Mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan SPT PPh Badan  

1.4 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penulisan ini bagi penulis ialah guna menambah dan 

memperdalam wawasan penulis dalam perpajakan terkhusus tentang 

pajak penghasilan badan serta menjadi syarat bagi penulis untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

2. Bagi Perusahaan 

Manfaat penulisan ini bagi perusahaan ialah guna memberi sumbangan 

pemikiran dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang akan 

dibayarkan kepada negara. 

3. Bagi Pembaca 

Manfaat penulisan ini bagi pembaca ialah diharapkan dapat menambah 

wawasan pada pembaca dan bisa memberikan referensi untuk penulisan 

kedepannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta 

sistematika penulisan. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan 

penulisan yang akan dibahas oleh penulis dan sebagai 

dasar untuk adanya pembahasan. 
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Bab III  : Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, waktu 

dan tempat penelitian, serta data yang diperoleh penulis 

guna penulisan ini. 

Bab IV  : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini merupakan bab inti, pada bab ini berisi hasil dari 

data yang didapat penulis yang kemudian di bahas sesuai 

judul yang menghasilkan perhitungan Pajak Terutang 

Badan dan mekanisme pelaporan pajak yang diterapkan 

oleh PT ACDC. 

Bab V  : Kesimpulan 

Bab ini adalah rangkaian akhir dari penulisan, bab ini 

berisi kesmpulan dari pembahasan di bab sebelumnya 

serta saran yang bisa digunakan untuk kedepannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mekanisme  

Menurut Yani (2000) mekanisme adalah cara kerja suatu badan atau organisasi 

atau perkumpulan hal yang saling bekerja.  

Poerwadarmita (2003) mendefinisikan mekanisme adalah seluk beluk atau cara 

kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah 

mengetahui bagimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai 

dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.  

Moenir (2001) menyatakan bahwa mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja 

subuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan 

proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang 

maksimal. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja 

sebuah alat yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menyelesaikan proses 

kerja dengan saling berhubungan untuk mencapai penyelesaian secara 

masksimal. 

 

2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
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Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran kepada kas negara sifatnya dapat 

dipaksakan dan menurut peraturan terutang oleh yang wajib 

membayarnya, tidak mendapatkan prestasi kembali dan langsung dapat 

ditunjuk, karena berguna untuk membiayai pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas negara demi menyelenggarakan pemerintahan 

(Waluyo, 2018). 

Rahayu (2010) juga berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada 

Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak 

membayarnya menurut peraturan-pertauran dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Melihat 

dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara. 

2. Pajak bersifat wajib sesuai dengan aturan undang-undang yang 

berlaku. 

3. Wajib pajak yang membayar pajak tidak mendapat imbalan secara 

langsung. 

4. Pajak yang telah dibayarkan selanjutnya akan digunakan seluas-

luasnya untuk kemakmuran rakyat serta negara. 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan serta 

berjalannya suatu negara karena pajak merupakan sumber penghasilan 

bagi negara. Perannya tersebut tentulah tidak lepas dari fungsi pajak itu 

sendiri, berikut beberapa fungsi pajak menurut Suandy (2001) 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak merupakan sumber dana bagi negara, hal ini menjadikan pajak 

memiliki fungsi budgetir sebagai dasar pembiayaan untuk pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk keberlangsungan negara. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
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Pajak juga dapat diatur oleh pemerintah demi pertumbuhan ekonomi 

agara semakin baik dengan kebijakan-kebijakan pajaknya. Untuk itulah 

pajak memiliki fungsi sebagai regulerend. 

3. Fungsi Stabilitas 

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang 

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan 

karena adanya pajak. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak 

yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Pajak memiliki beberapa sistem dalam pemungutannya, menurut Resmi 

(2014) di Indonesia ada 3 jenis sistem pemungutan pajak, diantaranya: 

1. Self-Assesment System  

Pada Self-Assesment System pemungutan pajak dilakukan dengan 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri 

jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesui dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Besaran pajak 

terutang ditetapkan oleh Wajib Pajak, sehingga kegiatan menghitung, 

menyetor dan melaporkan serta tanggung jawab atas pajak 

terutangnya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. 

2. Official Assesment System 

Pada Official Assesment System besaran pajak terutang ditetapkan 

seluruhnya oleh pemerintah (fiskus) Wajib Pajak hanya menunggu 

untuk penyampaian utang pajak sesuai dengan yang ditetapkan 

pemerintah. 



8 
 

3. With Holding System 

Pada With Holding System pemungutan pajak dilakukan dengan 

memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai 

dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan 

pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan 

perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk 

memotong dan memungut pajak, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan memlalui sarana perpajakan yang 

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

2.3 Penghasilan 

2.3.1 Penghasilan 

Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang didapat oleh 

Wajib Pajak, pengasilan dapat berasal dari Indonesia maupun dari luar 

negeri, digunakan untuk keperluan konsumsi atau menambah harta 

kekayaan Wajib Pajak itu sendiri (Waluyo, 2018). 

Pengertian penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

proses, cara, dan perbuatan yang menghasilkan. Selain pengertian 

tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

penghasilan bersinonim dengan pendapatan dan perolehan. 

Berdasarkan pengertian di atas, penghasilan dapat diartikan sebagai 

pendapatan atau keuntungan sebagai peningkatan manfaat ekonomi. 

Umumnya individu memperoleh penghasilan dari pekerjaannya, dan 

perusahaan memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalankannya. 

Penghasilan ini kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta 

penambah  kekayaan bagi penerima penghasilan. 
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2.4 Pajak Penghasilan 

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Banyaknya penghasilan yang diperoleh orang pribadi maupun badan 

yang ada di Indonesia. Tentunya menjadi sasaran pemerintah untuk 

menjadikan penghasilan sebagai hal yang dapat dipungut pajaknya. Oleh 

karenanya terdapat salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Pusat yaitu Pajak Penghasilan (Mufliha, 2022). 

Menurut Rahayu (2010), pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong 

dan disetorkan oleh pemberi kerja. 

Judisseno (1997) juga menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu 

pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan 

atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak 

untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan 

bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. 

Pajak Penghasilan juga bisa dikatakan sebagai pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam suatu tahun pajak. Keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan 

dari usaha, gaji, honorarium, hadiah, bunga, deviden, royalti, dan lain 

sebagainya (Resmi, 2014). 

Dari definisi para ahli diatas maka Pajak Penghasilan dapat diartikan 

sebagai :  

1. Pajak dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak 

dalam suatu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak. 

2. Pajak Penghasilan dihitung, dipungut dan dilaporkan sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku.  

3. Pajak penghasilan dikenakan atas dasar penghasilan kena pajak. 

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi dua, yakni subjek pajak 

dalam negeri dan luar negeri. Pajak penghasilan dikenakan terhadap 
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subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 

Tahun Pajak (Mardiasmo, 2009). 

Yang menjadi subjek pajak adalah: 

1. Dalam Negeri 

a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu 

kesatuan menggantikan yang berhak. 

b. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk 

apapun, firma, kongsi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi, masa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif. 

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

2. Luar Negeri 

a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

b. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

tinggal di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalu bentuk usaha tetap di Indonesia. 

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak ialah sasaran pemerintah dalam pengenaan pajak dan 

merupakan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. Menurut 

Undang-Undang No 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan,  yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau didapat oleh Wajib Pajak, baik pengasilan yang 
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berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan digunakan untuk 

keperluan konsumsi atau menambah harta kekayaan Wajib Pajak itu 

sendiri (Maharani, 2015). 

Menurut (Waluyo, 2018) penghasilan yang merupakan objek pajak dapat 

dikelompokkan menjadi :  

a. Penghasilan yang didapat dari suatu pekerjaan dalam hubungan kerja, 

seperti honorium, gaji, dan penghasilan dari pekerjaan bebas seperti 

penghasialan dari praktik dokter, pengacara, dan sebagainya.  

b. Penghasilan yang didapatkan dari laba hasil menjalankan usaha atau 

kegiatan lainnya.  

c. Penghasilan dari modal, yang merupakan aktva lancar, seperti 

deviden dan royalti, juga dari aktiva tetap yaitu keuntungan dari 

penjualan aktiva tetap. 

d. Penghasilan lainnya yang tidak terduga seperti hadiah dan 

pembebasan hutang. 

 

2.5 Pajak Penghasilan Badan 

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan 

Dari pengertian pajak penghasilan dapat diketahui bahwa pajak 

penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang 

diterima oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Sedangkan badan 

menurut UU No 16 Tahun 2009 adalah sebagai kumpulan orang dan/ 

atau modal yang menjadi kesatuan dan melakukan usaha ataupun tidak 

melakukan usaha, meliputi perseroan, BUMN atau BUMD, juga dengan 

dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, yayasan, dan 

organisasi, juga lembaga lainnya dalam bentuk badan termasuk kontrak 

investasi kolektif dan BUT (Hartanti dalam Mufliha, 2022). 

Sehingga Pajak Penghasilan Badan dapat diartikan sebagai pajak yang 

dihitung serta dipungut oleh Negara dari Wajib Pajak yang berbentuk 

badan, badan merupakan suatu usaha gabungan yang dijalankan oleh 
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lebih dari satu orang, dimana badan itu sendiri yang menjadi sumber 

penghasilan bagi pengusaha yang mendirikan badan tersebut. Pajak 

Penghasilan Badan juga dihitung dan dipungut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku (Mufliha, 2022). 

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan 

Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak Badan, antara lain: 

• UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan. 

• Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang telah dicabut 

dengan PP No. 55/2022 tentang Pajak Penghasilan Atas 

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

yang memiliki peredaran Bruto tertentu. 

• UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

• UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang: 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang. 

• UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(UU HPP). 

• Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2023 tentang Bentuk 

dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar WP dalam 

Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh bagi WP 

Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka. (Klikpajak, 2024) 
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2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan 

Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh yang berlaku pada tahun pajak 

tersebut.  

PPh Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh  

Adapun tariff PPh Badan terbaru yang berlaku menurut Undang-Undang 

adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Seperti diketahui, ketentuan pada peraturan perpajakan sifatnya dinamis 

sehingga cepat berubah menyesuaikan dengan kondisi terkini negara. Hal 

tersebut juga berlaku pada tarif PPh Badan yang kembali direvisi melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP). Melalui UU HPP ini, tarif PPh Badan berubah 

menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022. 

Artinya, tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh 

Badan versi peraturan sebelumnya pada UU No. 2/2020 yaitu sebesar 

20%. Jadi, pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh Badan dari 

rencana semula hanya sebesar 20% pada 2022. Atau dengan kata lain, 

pengenaan PPh 22% yang sudah diberlakukan sejak 2020 dan 2021 itu 

diperpanjang lagi mulai 2022 (Klikpajak, 2022). 

2.6 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan 

2.6.1 Pembayaran Pajak Penghasilan Badan 

Pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak Badan dilakukan setelah 

mengetahui nominal pajak terutang di akhir periode. Batas waktu untuk 

pembayaran adalah sebelum SPT Tahunan PPh dilaporkan. Pembayaran 

pajak dapat dilakukan menggunakan aplikasi e-Billing dengan cara 

membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank 

Persepsi (Mufliha, 2022). 

2.6.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Badan 

Wajib Pajak Badan wajib melaporkan perhitungan pajaknya setiap 

setahun sekali pada akhir masa pajaknya dalam bentuk SPT dalam sistem 
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e-Filing yang telah disediakan oleh DJP dan Wajib Pajak bisa 

melakukannya secara online. E-Filling    menurut peraturan Direktorat 

Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 pasal   1   ayat   7   adalah   suatu   cara   

penyampaian   SPT   dan   penyampaian   pemberitahuan perpanjangan 

SPT   tahunan   secara   elektronik   yang   dilakukan secara online dan 

real time melalui jasa aplikasi. 

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak 

Nomor 47/PJ/2008 pasal 1 ayat 1 adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 

objek pajak dan/atau bukan objek pajak,   dan/atau   harta   dan   

kewajiban   sesuai   dengan   ketentuan   sesuai   dengan   peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (Suandy, 2001) 

1. SPT Masa  

Surat ini digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak untuk jenis 

pajak masa, jenis pajak tersebut adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan 

orang pribadi, Pasal 22 atas impor dan bendaharawan, Pasal 23 atas 

pekerjaan jasa, Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan final, Pajak 

Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

2. SPT Tahunan 

SPT tahunan digunakan untuk pelaporan pajak dalam satu tahun 

pajak, dasarnya sama dengan SPT masa dan yang membedakan 

hanya jangka waktu pajak yang dilaporkan yaitu pajak terutang 

dalam satu tahun pajak. Jenis pajak yang dilaporkan adalah PPh 

Badan dan PPh Orang Pribadi.  

2.6.3 Batas Pelaporan SPT 

Pelaporan SPT memiliki batas waktu yang harus diikuti, jika Wajib 

Pajak terlambat melaporkan SPT nya maka Wajib Pajak tersebut akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang 

diberikan jika SPT tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang telah 
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ditentukan adalah sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 500.000 

untuk SPT Masa PPN,  Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya, dan Rp 

1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan (Klikpajak, 2022). 

Untuk menghindari sanksi tersebut, berikut adalah batas waktu pelaporan 

SPT (Husni dan Susanti, 2018). 

a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa 

pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.  

b. SPT Tahunan Badan harus dilaporkan paling lambat pada 4 empat 

bulan berikutnya setelah berakhirnya tahun pajak. Untuk surat 

pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun pajak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penulisan 

Desain penulisan laporan akhir ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif diartikan sebagai metode pemeriksaan 

status kelompok orang, sasaran penelitian, kondisi, sistem pemikiran serta peristiwa 

yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan 

mengenai kebenaran fakta-fakta yang ada secara akurat dan sistematis, serta untuk 

mengetahui hubungan antara kejadian yang akan diperiksa (Nazir, 2011). 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, dalam penulisan laporan akhir 

ini menggunakan data berupa angka dari laporan keuangan pada neraca dan 

laba/rugi, serta mencari, mendapatkan, mengumpulkan sejumlah data untuk 

mendapatkan gambaran fakta-fakta yang valid dari perusahaan. 

3.2.2 Sumber Data 

Data yang digunakan  dalam  penulisan laporan akhir ini adalah data 

sekunder. Data pada penulisan ini diperoleh dari PT ACDC antara lain 

gambaran perusahaan, laporan laba/rugi perusahaan tahun 2022, rincian 

beban usaha, neraca dan berbagai sumber data lain yang di dapat dari buku-

buku atau sumber lainnya yang relevan dengan penulisan ini. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Penulis melihat serta mendapatkan langsung data yang akan digunakan sebagai 

bahan untuk penyusunan penulisan ini dari praktik kerja lapangan yang 

dilakukan. 

2. Dokumentasi 

Penulis membaca serta mempelajari dari artikel, buku serta referensi lainnya 

yang telah ada sebelumnya guna menambah wawasan tentang mekanisme 

perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Badan. 

3.4 Objek Kerja Praktik 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi kerja praktik dilakukan di PT ACDC yang terletak di Bandar 

Lampung, Lampung.  

Waktu pelaksanaan kerja praktik dilakukan mulai tanggal 09 Januari 2024 

sampai dengan 29 Februari 2024. 

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan 

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan 

PT ACDC merupakan mitra terbaik sebagai penyedia alat Kesehatan 

berskala nasional yang didukung oleh teknisi elektromedik 

bersertifikasi untuk memberikan solusi inovatif dan berkualitas dalam 

hal support life. PT ACDC menawarkan beragam produk kesehatan 

yang mencakup berbagai kategori, seperti peralatan medis, alat 

diagnostik, alat bantu jalan, perangkat bedah, peralatan rumah sakit, 

dan barang-barang farmasi lainnya.  

3.4.2.2 Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi perusahaan terbaik berskala nasional dengan menyediakan 

solusi  Inovatif dan berkualitas dalam hal support life. 
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Misi  

1. Inovasi dan Pengembangan Produk:  

• Mengembangkan produk dan teknologi terkini untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan profesional kesehatan.  

• Menyelidiki dan menerapkan inovasi terbaru dalam desain, 

produksi, dan fungsionalitas alat kesehatan.  

2. Kualitas dan Keamanan: 

• Menjamin standar kualitas tertinggi dalam setiap produk. 

• Memastikan keamanan penggunaan alat kesehatan dengan 

mematuhi regulasi dan standar industri. 

3. Pelayanan Pelanggan:  

• Memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa dengan 

responsif dan peduli terhadap kebutuhan konsumen.  

• Memberikan dukungan teknis dan edukasi yang efektif untuk 

memastikan penggunaan yang optimal dari produk. 

4. Kemitraan dan Kerjasama:  

• Membangun kemitraan yang kuat dengan profesional 

kesehatan, institusi medis, dan pihak terkait lainnya.  

• Menjalin kerjasama dengan penelitian dan pengembangan 

untuk memajukan teknologi kesehatan. 

5. Keberlanjutan:  

• Mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah 

lingkungan.  

• Berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dan 

memastikan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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6. Pendidikan dan Kesadaran: 

• Mensosialisasikan pengetahuan kesehatan masyarakat melalui 

program edukasi.  

• Mendukung kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kesehatan. 

7. Pertumbuhan Nasional:  

• Memperluas jangkauan produk dan layanan ke pasar nasional.  

• Mengidentifikasi peluang baru dan mengadaptasi strategi 

untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan perhitungan dan analisis pada data yang diperoleh dari  

PT ACDC, maka didapat kesimpulan sebagai berikut. 

1. Menurut perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, PT ACDC memiliki Pajak Penghasilan Terutang yang harus 

dibayarkan sebesar Rp 9.471.450 (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh 

satu ribu empat ratus lima puluh rupiah). PT ACDC wajib membayarkan 

pajak terutang tersebut dengan batas waktu paling lambat penyetoran 

SPT Tahunan Badan adalah 30 April tahun berikutnya. 

2. Mekanisme pelaporan Pajak Tahunan Badan juga telah dijelaskan pada 

bab 4 secara rinci dan sesuai dengan alur yang ditetapkan oleh DJP. 

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan 

SPT Tahunannya secara online di website www.pajak.go.id yang telah 

disediakan oleh DJP dalam bentuk e-form. 

3. PT ACDC telah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak 

terutangnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Undang-

Undang. Seluruh bukti dimiliki oleh PT ACDC tetapi perusahaan tidak 

bersedia untuk dilampirkan pada penulisan ini, bukti-bukti tersebut 

disimpan sebagai arsip perusahaan. 

 

5.2 Saran  

PT ACDC membuktikan bahwa telah menjadi Wajib Pajak yang taat akan pajak. 

Dapat dilihat dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya dimana PT 

ACDC telah melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak 

http://www.pajak.go.id/
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melanggarnya. Diharapkan PT ACDC dapat mempertahankan bahkan menambah 

kinerja pada perusahaannya agar menjadi perusahaan yang lebih besar untuk masa 

yang akan datang. Tentunya jika PT ACDC berhasil mengembangkan 

perusahaannya artinya PT ACDC juga berhasil meningkatkan penghasilan usahanya 

yang juga berarti pajak yang disetorkan ke kas negara akan bertambah untuk 

kemudian digunakan dalam kepentingan negara. 
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